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KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS! SUMATERA BARAT 
NOMOR : 25 /SB/ 2011 

TENTANG 

PERSETUJUAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT 

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI 
MENJADI PERATURAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SUMATERA BARAT, 

Menimbang a. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Juni 2011, Gubernur telah 
menyampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pengelolaan lrigasi; 

Mengingat 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Pengelolaan lrigasi, 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibahas sesuai dengan tahapan 
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan Tata 
Tertib; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah tentang lrigasi menjadi Peraturan 
Daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor : 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1546); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok­
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2013); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419); 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Dengan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5068); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5234; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3848); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4161 ); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang lrigasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sumber Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4858); 

21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber 
Daya Air; 

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem lrigasi Partisipatif; 

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Mengenai Komisi lrigasi; 

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan lrigasi; 

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A; 

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab 
Lembaga pengelola lrigasi Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/HMK.02/2003 tentang 
Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan lrigasi Kabupaten/Kota; 

28. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/01/2007 
tentang Penetapan Status Daerah lrigasi yang Pengelolaannya 
menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 

29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 4 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Provinsi Sumatera Barat; 

Memperhatikan : 1. Laporan Komisi 111 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna, tanggal 
31 Oktober 2011. 

2. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat 
Paripurna, tanggal 31 Oktober 2011. 



Menetapkan : 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI MENJADI PERATURAN 
DAERAH; 

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang lrigasi untuk 
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ; 

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum 
Pertama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu 
dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah 
Daerah yang dituangkan dalam Nata Persetujuan Bersama yang 
ditanda tangani aleh Gubernur dan Pimpinan DPRD 

Nata Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diatas, 
merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di : Padang 
Pada tanggal : 3l Oktaber 2011 

DEWAN e.~'l'.!AKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SUMATERA BARAT ... -· 
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